BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVIMNSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

i

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 55 TAHUMN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

bahwa sehubiungan déngan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumdi Kebijskan Umuom Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, keadaan yang
menyehabkan pergeseran antar unit arganisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka periu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Surmba Baral Daya Tahun Anggaran 2018;

bahwa mengingat pelaksanaan keteéntuan Pasal & Peraturan Daerah Momor . Tahun 7018 tentang Perubahan Anpggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2018, perly
ditetapkan dengan Peraturan Bupat) Sumba Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Unclang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3312 | sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1934 Nomaor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomaor 3569);

Undang - Undang Nomaor 21 Tahun 1937 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ), sebagatmana telah diubah dengan Undang - Undang No 20 Tabun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomear 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3988 r_d_

Poraturan Bupati Sumba Baral Daya Momaor 58 Tahun 2020Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahen Anggaran 2021 halgman 178
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Undang - lUndang Nomor 28 Tahun 1999  tentang Penyelenggara MNegara  Yang Bersh dan  Bebas dan  Korups, Koiusi  dan Mepolisme
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Megars Republik Indonesia Normor 3851}

Uindang - Undang Momar 17 Tahun 2003 tentang Enyangan Negara [ Lembaran hiegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoe 47, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Momor 428 )

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentand Perbendaharaan Negara {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomaor 4355)

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 } |

Undang - Undang Momos 25 Tahun 2004 tentang Ststem Perencanaan Pembangunan Masional { Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4421 § ¢

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah | Lembaran Negara Repubkk Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) |

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 testang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provins: Musa Tenggara Timur | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4692 )

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 40:8) |

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Nomor 5234) | sebagaimana telah dubah dengan Undang-Uindang Nomar 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tertiang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republsk Indonesia Nomor 6389);

undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah { Lembaran Negara Repubdik Indonesia Nomar 5587), sebagaimana telah disbah dengan Undang Lindang Nomaor
9 Tahun 2015 tertang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 1014 tentang Pemerintab Daerah | Uembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 58,
Tambahan Lembaran Megasa Republik Indoness Nomar 5679);

Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Repubkk Indonesia Tahun 2019 Momoe 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Momar 64107;

Peraturan Pemerintah Nomar 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahum 2001
Nomoe 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negata Repubitk Tndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negisra Fepublk Indonesia
Womor 4138);

Peraturan Permerintan Nomor 66 Tanun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Regara Republik
Indonesia Nomor 4139

Peraturan Pemenntah Momer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republie Indonesia Tahun 2005 Nomaor 48, Tambahan
{ ernbaran Negara Republik Indonessa Nomor 4502);

Peraturan Pernenintah Nomor 24 Tahun 2005 tertang Standar Akuntansi Pemeriniahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4503 ) ;

Peraturan Pemeriniah Nomaor 54 Tahun 2005 tentang Pnjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4574 )

Peraturan Femerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Incioneaa Nomor 4575

Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun tertang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momoe 138, Tambahan Lembaran
Miegara Hepublik Indonesia Nomor 45768 )
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Peraturan Pemerintah Momor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4577 ) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tatun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Fepublic [rdonesa Nomor 4578 §

. Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2005 tentang Pegoman Penyusunan dan Penecrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomaor 4585 ) 2

Peraturan Pemernntah Nomar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penayclenggaraan Pemerintah Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Womor 16%5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4593 ) |

Peraturan Pemenntah Momar 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemenntah (Lembaran Megara Republie [ndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 )

Peraturan Pemerntah Momor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerntah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ) |

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momos B3, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4738} |

Peraturan Pemenntah Momor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politk (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 2972, sebagaimana telah dirubah beberapakal, terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 1 Tahun 3018 tentang Perubahan Fedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor S tentang Banfuan Keuangan Kepada Partal Politik {Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lermbaran Megara Fepubbik
Indomesia Nomar 6177);

peraturan Pemerintah Momor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Ropublik Tndonesia Momos 51077,

Peraturan Pemenntah Momor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagal wakil Pemenntah di Wilayah
Prowins: (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sera Kedudukan
Keuangan Gubermnur sebagai wakil Pemerintah di Wileyah Provins (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubdik Indonsia
Momoe 4209);

Peraturan Pemerintah Momor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribus Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia Nomar 5161);

Peraturan Pemenintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoneas Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara
Republik [ndonesia Momor S165),

 Peraturan Pemerintat Momor 30 Tahun 2011 tentang Pimjaman Daersh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomoe 59, Tambahan Lembaran Negara Republi

indonesia Nomar 5219);

Poraturan Pemermtah Momor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Repubbk Indonesa Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Womar 52723,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Y014 tentang Pengelclaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesaa Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5533);
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Peraturan Pemerintah Nomar 60 Tahkun 2014 tertang Dana Desa (Lembzran Megara Republikc Indonesia Tahun 2016 Nomoe 168, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Momor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 22 Tahun 2005 bentang Perubaban Atas Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahen 2014 tentang Dana
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahen 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republih [ndonesia Nomor 5519);

Peraturan Pemenntah Momaor 18 Tahun 2016 lentang Perangkat Daerah (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539},

Persturan Pemerintah Reputlik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kevangan Dan Adminstratf Pampman Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomos 106 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerntab sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 20010 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Momaor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655

Peraturan Presden Nomor 37 Tanun 2014 teniang Pengelpipan dan Pemanfaatan Dana Mapdas laminan Kesshatan Masional pada Faslitasi Kesehatan mgkat Pertama Milik
Peomesintat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatwn 2014 Nomaor 18),

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokas Khusus Fisk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 369);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahum 2017 tentang Rincian Anggaran Poendapatan dan Bewsnjs Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Mamor 194);

Peraturan Menten Dalam MNegen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Deerah, sebagamana telah divbah beberapa kall terakhir dengan Pesaturan Menten
Calam Negen Momor 21 Tatun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Megeri Mamor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelalaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 terdang Tata Can Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belang Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebgaimana tedah divbah dengan Peraturan Menteri Dalam Meger Nomaor 36
Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 16 Takbun 2007 tentang Tata Cara Evaluas Rancangan Peraturan Dagtah Tentang Anggaran Pendapatan can
Belania Daerah dan Rancangan Peraburan Kepala Daerah tentang Rancangan Pongabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Poraturan Menten Dalam Neged Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Peraturan Menten Dalam Megen Momar 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Eemampean Keuangan Daerah, Pengangoaran dan Pertanggungjawaban Pengunaan Belama
Penurang Opersional Firmpinan Dewan Perwakilan Rakyt Daerah serta Tata Cra Pengembadian Tunjangan Komuenikai Intensif dan Dana Operasional;

Peraluran Menten Dalam Negen Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaben Penggunaan Bantuan Kewangan Kepada Partai Poltik, sebagasmana telah divhah dengan Peraturan Dalam Meger Nodnor 26 Tahun 2013 tentang Persbahan
Atas Persturan Menten Dalam MNegen Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pernitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaiuran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Paraturan Menteri Dalam Neger Nomos 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurmber Dari Anggasan Perdapatan dan Belanja Daerah,
sebagasmana telah dwbah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentang tang
Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Somal Yang Bersember Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Peraturan Menter) Dalam Negert Momor 52 Tabon 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investas) Pemerintah Daerah;

Peraturan Menter Dalam Negen Momor B0 Tahun 2015 tentang Pembertukan Produk Hukur Daerah;sbagaiman telah divbah dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomce 120
Tanun 2018 tentang Perubahan akas Peraturan Menter: Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daemah,
Peraturan Menten Dalam Negen Nomar 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjowaban Dana Operasional;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Rebuplik

Indonessia Tahun 2030 Nomor

Peraturan Daeah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor | Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun

2000 Morar 1) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor B Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daersh Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

MEMLUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN
2021,

Pasal 1

Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bedanja Dacrah Kabupaten Semba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 terdin atas -
1. Pendapatan

b
b.

Pendapatan Asli Daerah Sejumilah

Pendapatan Transfer
Lain-Lawn Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumiah

2. Belanja :

it

Belanja Operasi

1. Belamja Pegawa Sejumlah
2. Belanja Barang dan lasa

3. Belanja Hibah

4. Belpnja Bantuan Sosial

Belanja Modal

1. Belanja Modal Peratatan dan Mesin

1. Belznja Modal Gedung dan Bangunan
Z. Belanja Modal lalan larngan dan Irgas
3. Belanja Modal Aset Tetap Lamnya

Jumlah Pendapatan

Jumlah Belanja Operasi

Jumiah Belanja Modal

Rp 53.215.073.521
Rp 959.029 497 292
Rp 53.915. 100,000 B
S -
Rp 1.066.159.670.813,00

g§E58 %

58 & &

301 487421 518
291.549.162,063
20,141, 162 768
46.54%7 229,800

43 502 053,568
52.928.518.908
71805084, 750

3604 358, 789

639.724.976.169
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c. Belanja Tidak Terduga
1. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

1. Belanja Belama Bagi Hasl
2. Belanja Bantuan Eeuangan

3. Pembiayaan Daerah :

.

b

Peferimaan Perminayasn

Jumiah Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

1. Sasa lehih Perhdtungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pengefuaran Pemtiayaan

Jumlah Penerimaan Pemblayaan

Jumilah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Sejumiah

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Pasal 2

16.369.768.792,00

J18.730.519.276,00

1.146.815.280.552

(B0.655.609.739,00)

Rp 16,369, 768, 797
Rp
Rp 1,80, 000, 00
Rp 116,930,519 276
R’p
_Rp
Rp
Rp B0.655.609, 739 00
Rp
Rp
Rp_

81.655.609. 739,00

80.655.609.739,00

B0.655.609.739.00

Bingkasan Rancargan Penjabaran APBD sebagaimana dimakswd datam Pasal | tercantum dalam Lamipiran 1 Peraturan Bupati in,

Pasal 3

Rancangan Penjabaran APBD sebagamana demaksud dalam Pasal | dising lebsh famjue pada Lampiran 11 Peraturan Bugati :.__/._



Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tdak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Rancangan Penjabaran APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dituandgkan iebih anjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kena Peranglat Daerah sesuai
dengan ketentusan Peraturan Perundang-undandgan.

Pasal &
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengungangan Peraturan Bupal Semba Barst Daya i dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Sumba Barst Daya

. BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR ...



